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Adalah keterangan,

pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna,

dan pesan, baik data, fakta

maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan

dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan

format sesuai dengan

perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi

secara elektronik ataupun

nonelektronik.

BADAN PUBLIKINFORMASI PUBLIK

Adalah informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim,dan/atau diterima oleh

Badan Publik yang berkaitan

dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara

dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan

Publik lainnya sesuai dengan

Undang-undang ini serta

informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik.

Adalah lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan

badan lain yang tugas

pokoknya berkaitan dengan

penyelenggara dan

penyelenggaraan negara,

yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber APBN

dan/atau APBD, atau

organisasi non pemerintah

sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber

dari APBN/APBD,

sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri.

INFORMASI

DEFINISI







SEJAK TAHUN 2012, PEMPROV KALTIM TELAH MEMILIKI PERDA TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAN PADA TAHUN 2013 DITETAPKAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI PEDOMAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK. SEDANGKAN PADA TAHUN 2018 TELAH DIPERBAHARUI SK PEJABAT PENGELOLA

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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2008

Undang-undang
Nomor 14 Tahun

2008 tentang
Keterbukaan

Informasi Publik.

2010

Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik

2010

Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang – undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

2012

Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Layanan Informasi Publik di 

lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur

2013

Peraturan Gubernur Kalimantan 
Timur Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pedoman Layanan

Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur

2018

Surat Keputusan Gubernur Nomor
480.15/K.68.2018 tentang Pembentukkan

pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur

Surat Keputusan Sekretaris Daerah 

Nomor : 492/1339/2019 Tentang Tim

Pendampingan  Sengketa Informasi 

Dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019

2019



PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 
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PEMBINA 

• Gubernur Kalimantan Timur

ATASAN PPID 

• Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

PPID UTAMA KALTIM 

• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim

SEKRETARIAT PPID UTAMA

• Kepala Bidang IKP

BIDANG FASILITASI SENGKETA

• Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov Kaltim

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

• Kasie Pengelolaan Informasi Publik

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

• Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis

TENAGA PENGELOLA  HARIAN PPID UTAMA SEBANYAK 6 ORANG



PPID yaitu : “Pejabat yang bertanggung jawab

di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi di badan publik”.

(pasal 1 ayat 9 UU KIP)

a) mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan

pelayanan Informasi Publik;

b) memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan

pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP dengan

seksama dan penuh ketelitian;

c) menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang 

dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta

pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan

atas penolakan tersebut; dan

d) menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan

koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi

Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan

Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi

PPID berwenang :



Yang Wajib Disediakan 

Dan Diumumkan Secara Berkala

(Pasal 9) 

Yang Wajib Diumumkan 

Secara Serta Merta (Pasal 10)

Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

(Pasal 11)

Yang Dikecualikan (Pasal 17)
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Pemohon 

Informasi

Permintaan bisa

secara

lisan/tulisan, 

langsung atau

dikirim lewat

pos/e-mail

Badan Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Badan Publik/PPID memberi Tanda Bukti Penerimaan 

Pernintaan Informasi (No.Pendaftaran)

Badan Publik/PPID wajib menyampaikan

pemberitahuan Tertulis (10 hari kerja)

Pemberitahuan Tertulis dapat 

diperpanjang (7 hari kerja)
atau

Pemberitahuan Tertulis
 Informasi di bawah penguasaannya/tidak

 Permintaan diterima/ditolak disertai alasan

di bawah penguasaannya/tidak

 Materi informasi yg akan

diberikan/dihitamkan

 Alat penyampaian, format informasi & 

biaya

 Permintaan dirujuk/dialihkan ke BP lain

PPID wajib 

mencatat: nama, 

alamat pemohon, 

subjek & format 

informasi, cara 

penyampaian 

informasi yg diminta 

pemohon, 

permintaan 

informasi yg diajukan 

secara tdk tertulis

Tata Cara 

Memperoleh

Informasi

Publik
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PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK

DIMASA PANDEMI 

COVID 19



MEMAKSIMALKAN  PENGGUNAAN 

PERMOHONAN INFORMASI ONLINE 

(PIO KALTIM) BAIK MELALUI APLIKASI MOBILE 

ANDROID ATAUPUN WEBSITE 



KOMUNIKASI DUA ARAH DENGAN PEMOHON 
INFORMASI MELALUI CHAT ONLINE FORMULIR ONLINE DI WEBSITE 

WWW.ppid.kaltimprov.go.id 

PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK 

ELEKTRONIK



PELAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE
WWW.PPID.KALTIMPROV.GO.ID
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• SEMUA INFORMASI DI PEMPROV KALTIM TELAH TERSEDIA 

DI WEBSITE  (INFORMASI BERKALA, INFORMASI SEDIA 

SETIAP SAAT, INFORMASI SERTA MERTA SERTA DAFTAR 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DARI PERANGKAT 

DAERAH.

• PERATURAN/KEBIJAKAN /KEPUTUSAN TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASI 

• STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN 

INFORMASI TERMASUK SOP PENDOKUMENTASIAN.

• JIKA ADA HAL YANG KURANG JELAS, PENGUNJUNG 

BISA LANGSUNG BERTANYA MELALUI CHAT ONLINE DAN 

ADMIN AKAN LANGSUNG MERESPON SEKETIKA ITU 

JUGA. 



BERBAGAI INFORMASI YANG ADA DI 

DALAM WEBSITE PPID

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGEMBANGAN APLIKASI 
SISTEM INTEGRASI DAFTAR 

INFORMASI PUBLIK (SIDIK) TIDAK 
HANYA MEMUAT DAFTAR 

INFORMASI OPD TETAPI  JUGA 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

SE KALTIM 

INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19 
DAN SP4N LAPOR
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DOWNLOAD APLIKASI PPID MOBILE DARI PLAYSTORE DAN AKSES 

PELAYANAN INFORMASI DARI HP ANDA 

INOVASI PPID KALTIM MOBILE



ASPIRASI ETAM 

KANAL ASPIRASI DAN 

PENGADUAN MASYARAKAT 

KALTIM SECARA ONLINE
20
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AKSES MASYARAKAT TENTANG PERKEMBANGAN 

COVID19 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mengumumkan status update perkembangan penyebaran

covid19 di Kabupaten/Kota Kalimantan timur

setiap harinya melalui website dan juga virtual konferensi pers

Mengumumkan pengelolaan bantuan covid19 secara

transparan baik rencana bantuan maupun sumber dana 

melalui covid19.kaltimprov.go .id
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 SETIAP HARI DILAKUKAN VIRTUAL PRESS CONFERENCE DAN MENYIAPKAN PRESS 
RELEASE SETIAP JAM 18.00 WITA TTG PENYEBARAN COVID 19 DI TINGKAT PROVINSI

 MENGUMUMKAN UPDATE INFORMASI dan berita PENYEBARAN COVID 19 MELALUI 

WEBSITE : COVID19.KALTIMPROV.GO.ID

IG : @DINKESPROV.KALTIM

@PEMPROV_KALTIM DAN DISKOMINFOKALTIM

TWITTER : @PEMPROV_KALTIM DAN @KOMINFOKALTIM

FB FANSPAGE : PEMPROV KALTIM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV KALTIM

KETERBUKAAN INFORMASI PERKEMBANGAN INFORMASI 

COVID 19 

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



KASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK 
DISKOMINFO KALTIM

ppid.kaltimprov.go.id

TERIMA KASIH

SRI REZEKI MARIETHA, S.IK, M.SI


